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Menimbang

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186/PMK.05/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
163/PMK.05/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun
Anggaran;

bahwa untuk penyempurnaan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta untuk tertib administrasi
dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, perlu
melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada
Akhir Tahun Anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang
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Mengingat

Menetapkan

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran

Negara pada Akhir Tahun Anggaran;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013
tentang Pedoman = Pelaksanaan  Penerimaan  dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
163/PMK.05/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR
TAHUN ANGGARAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun
Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1353) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
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Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi BUN.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas
Negara.

Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari
Kas Negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan
sebagai kuasa BUN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus
Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus
Penerimaan adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
(DKI) Jakarta dan secara fungsional bertanggung
jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran kementerian negara/lembaga.
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Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada kementerian negara/lembaga yang
bersangkutan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP
adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang
diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan
Kerja (Satker) atau membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin
dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk
oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran
penerimaan negara.

Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh
Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran
penerimaan negara.

Hari Kerja Terakhir adalah hari kerja terakhir tahun

anggaran berkenaan.
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